BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : TG0 / 240 1oy 40O

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017 P

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk menjabarkan Rencana Pembangunan dJangka
Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-
2021, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rancangan
kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah,
rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan
langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Pembangunan Daerah Tahun 2017 semester [
dan penambahan program dan kegiatan pada Perangkat Daerah
Kabupaten Sukoharjo perlu dilakukan penyesuaian terhadap

program keglatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2017;

c. bahwa sebagal penyesuaian terhadap indikator makro
pembangunan yang tidak sesuai pada Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 serta berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Tahun 2017 maka perlu dilakukan

perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2017; -

d. bahwa guna kelancaran penyusunan Perubahan RKPD Tahun
2017 dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu membentuk Tim Penyusun

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2017;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d perlu menetapkan
Keputusan Bupati;
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Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
7005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);,

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinst
Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

")
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12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah
Provinsi Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 21};

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Sukoharjo
Nomor 174);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor S Tahun 2012
tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012

Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 200});

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU . Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2017 dengan susunan -
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA . Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud
diktum KESATU adalah :

a. menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017; dan |

b. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan bertanggung
jawab kepada Bupati.

KETIGA - Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud

diktum KESATU dapat menunjuk Tenaga Fungsional yang
memenuhil persyaratan.

KEEMPAT . Semua biaya yang timbul sebagai ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017.



KELIMA . Keputusan Bupati ini mulai

ditetapkan.

berlaku pada

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal #4 yaouplt 200

BUPATI SUKOHARJO,

%_ydL
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TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim Kepada Yth :

1.
2.

3.

Gubernur Jawa Tengah di Semarang;

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

 Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah

Kabupaten Sukoharjo di Sukohar]o;

. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

 Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah

Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian/ Instansi

terkait di lingkungan Kabupaten Sukoharjo;

. Tim yang bersangkutan.

tanggal



S

Lampiran . Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor
Tanggal

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

N

TAHUN 2017
. | JABATAN/INSTANSI KEDUDUKAN KETERANGAN
— : —— — - - DALAM TIM U _ —
Bupati Sukoharjo Pengarah Memberikan arahan
| dalam pelaksanan
kegiatan
Wakil Bupati Sukoharjo Pengarah Memberikan arahan
dalam pelaksanan |
kegiatan
Sekretaris Daerah | Penanggungjawab | Bertanggung  jawab
- Kabupaten Sukoharjo terhadap pelaksanaan
kegiatan
Kepala Badan Ketua Bertanggung  jawab |
Perencanaan, terhadap pelaksanaan
Penelitian, dan kegiatan
Pengembangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Kepala Bidang Sekretaris Bertanggung dibidang
Penelitian, kesekretariatan |
Pengembangan,
Penyusunan dan
Pengendalian
Perencanaan pada j
Badan Perencanaan
" Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Kepala Bidang Ekonomi Anggota Bertanggung  jawab
Badan Perencanaan sesual bidang
Penelitian dan tugasnya
Pengembangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Kepala Bidang Anggota Bertanggung  jawab
Infrastruktur dan sesual pidang |
- Pengembangan Wilayah tugasnya
Badan Perencanaan
Penelitian dan
Pengembangan Daerah |
Kabupaten Sukoharjo
e o . |
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8 | Kepala Bidang Anggota Bertanggung
Pemerintahan dan sesual
Kesejahteraan Badan tugasnya
Perencanaan Penelitian
 dan Pengembangan
Daerah Kabupatcn
Sukoharjo
9 | Kepala Bidang Anggaran Anggota Bertanggung
pada Badan Keuangan sesual
Daerah Kabupaten tugasnya
Sukoharjo
10 | Kepala Baglan Anggota Bertanggung
Administrasi sesual
Pembangunan tugasnya
| Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo
11 | Kepala Sub  Bidang Anggota Bertanggung
Penyusunan Program sesual
pada Bidang Penelitian, tugasnya
Pengembangan,
Penyusunan dan
Pengendalian
Perencanaan Badan
' Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan
Daerah Kabupaten
Sukoharjo
12 | Kepala Sub  Bidang Anggota Bertanggung
Pengendalian dan sesual
Evaluasi pada Bidang tugasnya
Penelitian,
Pengembangan,
Penyusunan dan
Pengendalian
Perencanaan Badan
Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan
. Daerah Kabupaten
Sukoharjo
13 | Kepala Sub  Bidang Anggota Bertanggung
Penelitian dan sesual
Pengembangan pada tugasnya
Bidang Penelitian,
Pengembangan, |
Penyusunan dan
- Pengendalian
Perencanaan Badan |
| Perencanaan, Penclitian
| dan Pengembangan |
Daerah Kabupaten
Sukohar)o

bidang

jawab
bidang

jawab
bidang

jawab
idang

jawab
bidang

jawab
bidang
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19
' Industri, Perdagangan

16

17

13

19

[ Kepala ~ Sub Bﬂidanmg

Pengelolaan Lingkungan
Hidup dan  Sumber

' Daya Alam pada Bidang

Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah
Badan Percncanaan,

| Penelitian dan

Pengembangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo

Kepala Sub  Bidang

dan  Koperasi  pada
Bidang Ekonomi Badan
Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan
Daerah Kabupaten
sukohar)o

Kepala Sub  Bidang
Kesejahteraan

Masyarakat pada
Bidang Pemerintahan

| dan Kesejahteraan

Badan Perencanaan,
Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Kabupaten Sukoharno

Kepala Sub  Bagian
Perencanaan pada
Sekretanat Badan

' Perencanaan, Penelitian

dan Pengembangan

' Daerah Kabupaten

Sukohario

Kepala Sub  Baglan
Keuangan pada
Sekretariat Badan
Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan
Daerah Kabupaten
Sukoharjo

Jajang Amiroso, S.31,
MM Fungsional Umum
pada Bidang Penelitian,

Pengembangan,
Penyusunan dan
Pengendalian
Perencanaan Badan
Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan |

' Daerah Kabupaten
Sukoharjo

Anggotla

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Be r‘ﬁan g?g“{i_n_g'

sesual
tugasnya

Bertanggung
sesual
fugasnya

Bertanggung
sesual
fugasnya

Bertanggung
sesual
tugasnya

Bertanggung
sesual
tugasnya

Bertanggung
sesual
tugasnya

~ jawab
bidang

Jjawab
bidang

jawab
bidang

jawab
bidang

jawab
bidang

jawab
bidang |
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Sri Handayani, SE, MM Anggota Bertanggung  jawab
Fungsional Umum pada sesual bidang
Bidang Penelitian, | tugasnya
Pengembangan,
Penyusunan dan
Pengendalian
Perencanaan Badan
Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan
Daerah Kabupaten
Sukoharjo

BUPATI SUKOHARJO
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